
LEMBARAN DAERAH 
KOTA BEKASI 

 
NOMOR : 2                                    2016                                      SERI : D                                          

 
PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI 
       NOMOR  02 TAHUN 2016  2015 

 
TENTANG 

 
 KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA KOTA BEKASI 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA BEKASI, 

 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan efektivitas layanan 

pengadaan barang/jasa di Kota Bekasi, perlu dibentuk 
lembaga Unit Layanan Pengadaan yang bersifat struktural 
dan berdiri sendiri; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Kantor 
Layanan Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah.  

 
Mengingat  1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang 

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi 
(Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan 
Lembaran NegaraNomor 3663);  

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4287); 
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 
09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 5679); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang 
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

9. Peraturan Pemerintah  Nomor  41  Tahun  2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 
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10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas 
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang 
dan Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit 
Layanan Pengadaan (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 501). 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI 
dan 

WALIKOTA BEKASI 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KANTOR LAYANAN 
PENGADAAN BARANG/JASA. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kota Bekasi. 
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Walikota  adalah Walikota Bekasi. 
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4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Bekasi. 
5. Kantor adalah Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kota Bekasi yang 

selanjutnya disebut kantor. 
6. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Layanan Pengadaan. 
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Bekasi Kantor Layanan 

Pengadaan Barang/Jasa Kota Bekasi. 
8. Peraturan Walikota atau Keputusan Walikota adalah Peraturan Walikota 

atau Keputusan Walikota Bekasi. 
9. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga Pemerintah Daerah yang terdiri 

dari Sekretariat Daerah, Inspektorat, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah,  
Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan 
Kelurahan. 

10. Jabatan adalah jabatan struktural dan kelompok jabatan fungsional.  
11. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, 

tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil 
dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara. 

12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang 
diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang 
berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya 
dalam rangka mendukung kelancaran tugas pemerintahan Daerah. 

13. Pengadaan barang/jasa Pemerintah selanjutnya disebut dengan 
pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh 
barang/jasa oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang prosesnya 
dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya 
seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. 

14. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, 
bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, 
dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang. 

15. Pekerjaan konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan 
dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud 
fisik lainnya. 

16. Jasa konsultansi adalah jasa layanan profesional yang 
membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang 
mengutamakan adanya olah pikir (brainware). 

17. Jasa lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu 
yang mengutamakan ketrampilan (skillware) dalam suatu sistem tata 
kelola yang telah dikenal luas didunia usaha untuk menyelesaikan 
suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa 
selain Jasa Konsultansi, Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan 
Pengadaan Barang. 

18. Kelompok Kerja adalah panitia pengadaan barang/jasa yang 
melaksanakan pemilihan barang/jasa. 
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BAB II 

PEMBENTUKAN 

Pasal 2 
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Layanan Pengadaan Kota 
Bekasi. 

 
BAB  III 

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, 
WEWENANG DAN KEWAJIBAN 

Bagian Kesatu 
Kedudukan 

Pasal 3 
Kantor adalah unsur pendukung penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang 
dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. 

 
Bagian Kedua 
Tugas Pokok 

Pasal 4 
Kantor mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan 
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan dan 
pembinaan pengadaan barang/jasa. 
 

Bagian Ketiga 
Fungsi 

Pasal 5 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4, Kantor 
menyelenggarakan fungsi : 
a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan pembinaan 

pengadaan barang/jasa; 
b. pengkoordinasian penyusunan rencana umum pengadaan barang/jasa; 
c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di 

bidang pelayanan dan pembinaan pengadaan barang/jasa; 
d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan dan pembinaan 

pengadaan barang/jasa; dan 



6 
 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas 
dan fungsinya. 

 
BAB  IV 

UNSUR, SUSUNAN ORGANISASI DAN ESELONERING 

Bagian Kesatu 
Unsur Organisasi 

Pasal 6 
Susunan organisasi Kantor terdiri dari: 
a. pimpinan adalah Kepala Kantor; 
b. pembantu Pimpinan adalah Sub Bagian Tata Usaha; dan 
c. pelaksana adalah Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional. 

 
Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 

Pasal 7 
(1) susunan organisasi Kantor, terdiri atas: 

a. Kepala Kantor; 
b. Sub Bagian Tata Usaha; 
c. Seksi Pengadaan Barang; 
d. Seksi Pengadaan Pekerjaan Konstruksi;  
e. Seksi Pengadaan Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya; dan 
f. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Seksi dipimpin 
oleh seorang Kepala Seksi. 

(3) Bagan struktur organisasi Kantor sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan 
daerah ini. 

Bagian Ketiga   
Eselon   

Pasal 8   
Eselonering jabatan pada Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa 
sebagaimana dimaksud Pasal 6 adalah sebagai berikut :  
a. Kepala Kantor adalah jabatan struktural eselon III.a;   
b. Kepala sub Bagian tata usaha adalah jabatan struktural eselon IV.a;  
c. Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a. 
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Bagian Keempat 
Penempatan Dalam Jabatan  

Pasal 9   
Penempatan dalam jabatan pada Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa 
sebagaimana dimaksud Pasal 8 adalah sebagai berikut :  
a. Kepala Kantor selain memenuhi ketentuan syarat jabatan struktural pada 

eselon III.a, wajib memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa; 
b. Kepala Sub Bagian tata usaha dan Kepala Seksi selain memenuhi 

ketentuan syarat jabatan struktural pada eselon IV.a wajib memiliki 
sertifikat pengadaan barang/jasa; 

c. Ketentuan mengenai persyaratan sertifikasi pengadaan barang/jasa pada 
huruf a dan huruf b di atas diatur lebih lanjut melalui Peraturan Walikota.  

 
BAB  V 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal 10 

Kelompok Jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang 
fungsional yang wajib memiliki sertifikat Pengadaan Barang/Jasa, atau 
sertifikat lain sesuai dengan jabatan fungsionalnya. 

 
BAB  VI 

TATA KERJA 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 11 
(1) Hal-hal yang menjadi tugas masing-masing unsur organisasi Kantor 

merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. 

(2) Setiap unsur organisasi di lingkungan Kantor wajib menerapkan prinsip 
koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi. 

 
(3) Setiap unsur organisasi wajib memberikan bimbingan, pengawasan dan 

petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan. 
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Bagian Kedua 
Pelaporan 

Pasal 12 
Setiap unsur organisasi pada Kantor wajib mematuhi ketentuan dan 
bertanggungjawab kepada atasan langsung serta menyampaikan laporan 
tepat pada waktunya. 

Pasal 13 
(1) Setiap laporan yang diterima oleh unsur organisasi bawahannya, diolah 

dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut untuk 
memberikan petunjuk kepada bawahan. 

(2) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan 
disampaikan kepada Organisasi Perangkat Daerah lainnya yang secara 
fungsional mempunyai hubungan kerja. 

 
Bagian Ketiga 
Hal Mewakili 

Pasal 15 
Dalam hal Kepala Kantor berhalangan, maka Kepala Kantor dapat menunjuk 
Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau Kepala Seksi untuk mewakilinya, dengan 
memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya. 
 

Bagian Keempat 
Rincian Tugas Jabatan 

Pasal 16 
Rincian tugas jabatan pada Kantor diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Walikota. 

 
BAB  VII 

PEMBIAYAAN 

Pasal 17 
Pembiayaan Kantor dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah. 
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BAB  VIII 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 18 
Unit Layanan Pengadaan yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan 
Daerah ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan terbentuknya Kantor 
berdasarkan Peraturan Daerah ini. 

 
BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 19 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi. 

 
 

 Ditetapkan di Bekasi 
pada tanggal 19 Januari 2016 
 

WALIKOTA BEKASI, 
 
         Ttd/Cap 
 
 RAHMAT EFFENDI 

Diundangkan di Bekasi 
pada tanggal 19 Januari 2016 
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI, 
 
                   Ttd/Cap 
 
 
         RAYENDRA SUKARMADJI 

 

 
LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN  2016 NOMOR  2  SERI D 

 
 

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT : 
(  15 /2016 ) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                 
        WALIKOTA BEKASI, 

 
                   Ttd/Cap 

 
          RAHMAT EFFENDI 

                                             Diundangkan di Bekasi 
                                             pada tanggal 19 Januari 2016 
 

                                            SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI, 
 
                                                                Ttd/Cap     
 
                                                     RAYENDRA SUKARMADJI 

 

 
                                           LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN  2016 NOMOR   2   SERI D 
 

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI 
 Nomor : 02 Tahun 2016 
 Tanggal : 19 Januari 2016 

 
KEPALA KANTOR 

 
SUB BAGIAN 
TATA USAHA 

JABATAN 
FUNGSIONAL 

 

SEKSI 
PENGADAAN BARANG 

SEKSI 
PENGADAAN 
PEKERJAAN 
KONSTRUKSI 

SEKSI 
PENGADAAN JASA 
KONSULTANSI DAN 

JASA LAINNYA 


